BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai

Tinjauan Siyasah Harbiyah dalam Pelanggaran Hak Asasi

Manusia oleh Organisasi Papua Merdeka Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, berbagai tindakan kekerasan
yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM)
atau kelompok bersenjata yang berafiliasi dengannya telah
memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia.
Tindakan tersebut meliputi penembakan, pembunuhan,
penyanderaan, penganiayaan, perusakan fasilitas umum,
serta berbagai aksi kekerasan yang mengakibatkan korban
jiwa dan kerugian bagi masyarakat sipil. Perbuatan
tersebut bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 9 ayat (1)

yang menjamin hak hidup, Pasal 30 yang menjamin hak
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atas rasa aman, Pasal 33 ayat (1) yang melindungi setiap
orang dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak
manusiawi, serta Pasal 35 yang menjamin hak setiap
orang untuk hidup dalam keadaan aman, damai, dan
tenteram. Konflik yang terjadi di Papua tidak hanya
menimbulkan korban dari kalangan aparat keamanan,
tetapi juga berdampak besar terhadap masyarakat sipil
yang kehilangan hak untuk hidup, memperoleh rasa aman,
dan menikmati kehidupan sosial yang normal. Dengan
demikian, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh
kelompok bersenjata tersebut merupakan perbuatan yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak
asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999.

Ditinjau dari perspektif Siyasah Harbiyah, tindakan
kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip peperangan dalam Islam.
Siyasah Harbiyah mengatur bahwa penggunaan kekuatan

dalam konflik harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan,
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kemanusiaan, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang
tidak terlibat dalam peperangan. Islam melarang pembunuhan
terhadap warga sipil, perempuan, anak-anak, orang tua,
maupun tindakan yang menimbulkan kerusakan dan
ketakutan di tengah masyarakat.dibenarkan dan bertentangan
dengan prinsip kemanusiaan. Dalam figh siyasah, OPM dapat
dikategorikan sebagai bughat (pemberontakan) karena
melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah dengan
tujuan politik tertentu. Akan tetapi, tindakan yang berupa
pembunuhan terhadap warga sipil, penyanderaan, teror, dan
perusakan fasilitas umum juga mengandung unsur hirabah,
yaitu tindakan yang menimbulkan kerusakan dan ketakutan di
tengah masyarakat. Oleh karena itu, tindakan-tindakan
tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam karena
bertentangan dengan tujuan syariat (magashid al-syari‘ah),
khususnya perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs). Dengan
demikian, baik menurut hukum positif Indonesia maupun

menurut Siyasah Harbiyah, tindakan kekerasan yang
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2. dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM merupakan
perbuatan yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan
prinsip kemanusiaan.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan antara
penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata OPM
dengan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat
sipil. Aparat keamanan harus bertindak tegas hamun tetap
transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, agar tidak
menimbulkan pelanggaran baru.

2. Pendekatan dialog damai dengan melibatkan tokoh adat,
agama, dan masyarakat Papua harus diperkuat untuk
meredakan ketegangan dan mengurangi legitimasi
perjuangan bersenjata OPM. Dialog ini harus diiringi
dengan pembangunan kesejahteraan melalui peningkatan
akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sehingga

masyarakat Papua merasakan keadilan sosial yang nyata.
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3. Peran lembaga independen seperti Komnas HAM perlu
dimaksimalkan dalam melakukan investigasi objektif
terhadap dugaan pelanggaran HAM di Papua, baik oleh
kelompok bersenjata maupun aparat negara. Hasil
investigasi tersebut harus menjadi dasar rekomendasi
kebijakan ~ yang  berimbang demi  menciptakan

penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.
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